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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negaranya dalam 

wilayah kedaulatannya yang ditangkap oleh pihak Malaysia dapat dinilai 

kurang efektif. Bentuk perlindungan yang diberikan hanya berupa pembebasan 

warga negara tersebut tanpa adanya suatu pertanggung jawaban atas segala 

tindakan yang telah diterima selama masa tahanan. Dalam hal ini dapat 

dikatakan tidak sesuai dengan pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea 

keempat, Undang–Undang Dasar 1945 Pasar 28D ayat 1 dan 28I ayat 4 dimana 

negara berkewajiban melindungi segenap bangsa untuk menjamin kesejahteraan 

umum. Kesejahteraan warga negara ( tiga aparat Pengawas Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan ) yang ditangkap oleh pihak Malaysia tersebut 

dianggap tidak sesuai atas tindakan yang dilakukan oleh pihak Malaysia selama 

masa penahanan.  

B. Saran 

1. Negara diharapakan agar dapat memberikan perhatian lebih kepada warga 

negaranya dalam hal perlindungan terutama yang berada dalam wilayah 

kedaulatannya serta mengimplementasikan peraturan perlindungan yang 

berlaku secara lebih efektif agar kesejahteraan umum warga negaranya 

dapat terealisasikan dengan baik. 
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2. Indonesia sebaiknya segera menyelesaikan permasalahan perbatasan 

wilayah dengan negara tetangga terutama Malaysia sehingga insiden yang 

sama tidak terulang kembali.  
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